
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI 
NOMOR 900/Kep. -a_t /2021 

TENTANG  

PE 1BEi ,AN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL 
KI 'ALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

BUPATI KERINCI,  

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, selain gaji 
pokok dan tunjangan jabatan juga diberikan 
tunjangan lainnya; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
109 Tahun 2000 tentang Kecludukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang 
perlu pemberiati biaya penunjang operasional Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian 
Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 
Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah 
Swatantra tingkat I Sumatera Tengah sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran 	Negara 	Republik 	Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355); 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran 	Negara 	Republik 	Indonesia 
Nomor 4028); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 



10 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peratu ran Daerah Kabupaten 
Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 
Nomor 15 Tahun 2007 ten tang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 
Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 
Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Prodluk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 
Nomor 9); 

12, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Clan 
Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 
2020 Nomor 8); 

13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Clan 
Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 
2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 
Nomor 36); 

Memperhatikan 	Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD) Kabupaten Kerinci tanggal 3 April 2019 tentang 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

I<ESATU 

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIA.YA 
PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN 
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Menetapkan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan 
besaran setiap bulannya: 

1. Kepala Daerah 
	

Rp20.750.000,00 
(dua puluh juta tujuh raltus 
lima puluh ribu rupiah). 

2. Wakil Kepala Daerah : Rp13.800.000,00 
(tiga belas juta delapan 
ratus ribu rupiah). 

KEDUA Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setcla Kab. Kerinci 
bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya 
Keputusan Bupati ini dengan mempedornani ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, 
serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kcpada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 



KERINCI, 

KETIGA 

KEEMPAT 

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya 
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun Anggaran 2021, Belanja Tidak Langsung Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Bagian Umum dan 
Keuangan Setda Kab. Kerinci, dengan Mode Rekening 
5.1.01.06.02. 

: Ke-putusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, dan diberlakukan surut sej ak tanggal 
2 	Januari 	2021 	sampai 	den gan 	tan g,gal 
31 Desember 2021. 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pat. tanggal IS Febrvari 2021 

ADIROZA4,__ 

Tembusan disampaikan kepada, Yth: 
1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh. 
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh. 
3, Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh. 
4. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 ekscmplar). 
5. Yang bersangkutan untuk diketahui. 
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